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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas dapat ditarik 

kesimpulan:  

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara 

Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam putusan 

Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg telah sesuai karena 

berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keteragan 

terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-

pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan serta yang di perkuat dengan 

adanya keyakinan-keyakinan hakim. 

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diputus 

oleh hakim dari penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi 

pada perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg yaitu sanksi 

tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi 

termasuk dalam jarimah dan dikenakan sanksi ta’zir yaitu 

hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya 

dalam Al-Qur’an dan Hadits, yang mana hukuman ta’zir dalam 

hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada Hakim, akan tetapi 

dengan memperhatikan Hukum-hukum pidana yang sudah 

berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.  

B. Saran  

1. Kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Hakim Pengadilan 

Negeri Kelas 1A Palembang diharapkan agar mampu berfikir 
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dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai 

untuk tersakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau 

meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam 

masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa 

kesalahan, motif (tujuan dilakukannya), tindak pidan, cara 

sarana, serta akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh 

terdakwa. 

2. Dengan adanya peraturan mengenai sanksi pidana terhadap 

sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan bahan bakar 

minyak bersubsidi diharapkan dapat membuat jera bagi para 

pelaku. 
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